WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

DRAFT RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Wali

Kota wajib

mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) untuk

persetujuan bersama,;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan

memperoleh

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota



Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia  Tahun 1950 Nomor 42)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan
Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di
Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954  Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3455);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung



10.

11.

12.

13.

14.

Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah  Pusat dan  Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) ;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
.Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
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Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6236) ;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48
Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243 );
Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor
109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575) ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47
Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48
Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991
tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3447);
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009
Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
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Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56
Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2019 Perubahan Kedelapan Belas atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 91 ; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6487)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara
/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020, Nomorl42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesi Nomor 6523)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15 ; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan

Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
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Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 29 ; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6631)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42
Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategi
Nasional. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6654 )
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 359
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor
136);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan
Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto -
Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo -
Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan
Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 225);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020, Nomor 2021,Nomor 63)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan
Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang

Bersumber dari APBD;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang pengelolaan barang milik daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun
2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1755);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen
Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah
Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 462);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019
tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indomensia Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk
Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
581) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indomensia Nomor
26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk
Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
910);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan

Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran
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Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 431)

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2022 (Berita Negara Repulik Indonesia Tahun 2021
Nomor 926);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 17/ PMK.07/ 2021 Tentang Pengelolaan
Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran
2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan
Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 149) sebagaimana telah di rubah dengan
Peraturan Menteri  Keuangan Republik Indonesia
Nomor 94/PMK.07/2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/ PMK. 07/
2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan
Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka
Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) Dan Dampaknya (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi
dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka = Panjang
Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota
Blitar Tahun 2010 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2010
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 7);
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Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2011
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar
Tahun 2011 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota
Blitar Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota
Blitar Tahun 2017 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2013
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2013
Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota
Blitar Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor S5 Tahun

2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
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Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik
Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016
Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan  Susunan  Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017
Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran

Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

Menetapkan :

dan

WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.

2. Pemerintah Kota Blitar yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah

adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.

5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Blitar.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar.

Pasal 2
APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan
daerah.
APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp 951.679.716.586,00,
terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah

dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah : Rp. 899.436.674.643,00
2. Belanja Daerah : Rp. 971.791.776.863,00
Defisit : Rp. (72.355.102.220,00)

3. Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah : Rp. 74.355.102.220,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah : Rp. 2.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto : Rp. 72.355.102.220,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran : 0,00

tahun berkenaan

Pasal 3
Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 899.436.674.643,00 (delapan
ratus sembilan puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh enam juta
enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah),
yang bersumber dari:
a. Pendapatan asli;
b. Pendapatan transfer; dan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4
(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rp 190.074.054.884,00 (seratus sembilan puluh
milyar tujuh puluh empat juta lima puluh empat ribu delapan ratus
delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak daerah;
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b. Retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 41.059.873.632,00 (empat puluh satu milyar
lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam
ratus tiga puluh dua rupiah).

Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 9.136.307.339,00 (sembilan milyar seratus
tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh
sembilan rupiah).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ direncanakan sebesar Rp
1.104.657.721,00 (satu milyar seratus empat juta enam ratus lima
puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 138.773.216.192,00 (seratus
tiga puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus

enam belas ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 5
Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp 691.435.160.759,00 (enam ratus sembilan
puluh satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh
ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar daerah.
Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 613.604.152.759,00 (enam
ratus tiga belas milyar enam ratus empat juta seratus lima puluh dua
ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).
Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp 77.831.008.000,00 (tujuh puluh tujuh

milyar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ribu rupiah).

Pasal 6
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(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 17.927.459.000,00 (tujuh
belas milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus lima
puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan hibah;

b. Dana darurat; dan

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

(4) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp 17.927.459.000,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus dua

puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 7
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp
971.791.776.863,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu milyar tujuh ratus
sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus
enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja operasi;
b. Belanja modal; dan
d. Belanja tidak terduga
Pasal 8
(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a
direncanakan sebesar Rp 862.352.170.091,00 (delapan ratus enam
puluh dua milyar tiga ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh
ribu sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
Belanja bunga;

c
d. Belanja subsidi;

®

Belanja hibah; dan

=

Belanja bantuan sosial.
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Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 335.931.279.589,00 (tiga ratus tiga puluh
lima milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh
sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 475.909.186.855,00 (empat ratus tujuh
puluh lima milyar sembilan ratus sembilan juta seratus delapan puluh
enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp 0,00 (no rupiah).

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp 26.715.137.647,00 (dua puluh enam milyar
tujuh ratus lima belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus
empat puluh tujuh rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp 23.796.566.000,00 (dua puluh tiga milyar
tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh enam

ribu rupiah).

Pasal 9
Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
direncanakan sebesar Rp 102.439.606.772,00 (seratus dua milyar
empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam ribu tujuh ratus
tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja modal tanah.
b. Belanja modal peralatan dan mesin.
c. Belanja modal bangunan dan gedung.
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
f. Belanja modal aset tidak berwujud.
Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b direncanakan sebesar Rp 46.758.233.291,00 (empat puluh
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enam milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh
tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c direncanakan sebesar Rp 20.308.661.161,00 (dua puluh
milyar tiga ratus delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus
enam puluh satu rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 34.384.296.520,00 (tiga
puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus
sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp 988.415.800,00 (sembilan ratus
delapan puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus
rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 10
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
c direncanakan sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah), yang

terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11
Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar
Rp 72.355.102.220,00 (tujuh puluh dua milyar tiga ratus lima puluh lima
juta seratus dua ribu dua ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.
Pasal 12
(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 huruf a direncanakan sebesar Rp 74.355.102.220,00 (tujuh puluh
empat milyar tiga ratus lima puluh lima juta seratus dua ribu dua ratus
dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
b. Pencairan dana cadangan;

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
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d. Penerimaan pinjaman daerah;

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp

74.355.102.220,00 (tujuh puluh empat milyar tiga ratus lima puluh

lima juta seratus dua ribu dua ratus dua puluh rupiah)).

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol

rupiah).

Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol

rupiah).

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 13
Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua
milyar rupiah), yang terdiri atas:
a. Pembentukan dana cadangan;
b. Penyertaan modal daerah;
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
d. Pemberian pinjaman daerah; dan
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
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Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol
rupiah).

Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja
daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 72.355.102.220,00
(tujuh puluh dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta seratus dua
ribu dua ratus dua puluh rupiah).

Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan
terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp
31.522.101.043,00 (tiga puluh satu milyar lima ratus dua puluh dua

juta seratus satu ribu empat puluh tiga rupiah).

Pasal 15

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah
Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan
dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam
perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Blitar tahun
anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu
melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran
Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD
selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau

kejadian luar biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan

pelayanan publik.
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Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
wajib;

Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah

dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Blitar ini, terdiri dari:

1.

Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan

Pembiayaan,;

Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil

dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi

Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan

Rancangan APBD;

Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;

Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan



10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

Lampiran XIII

Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI
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Program Prioritas Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi
Daerah Lainnya;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;

Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multi years);
Daftar Dana Cadangan; dan

Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 17

Ketentuan mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2022 diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal

WALIKOTA BLITAR,

SANTOSO
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 1 APBD

Lampiran | : Rancangan Peraturan Daerah Kota
Blitar
Nomor
Tanggal
KOTA BLITAR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Jumlah
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 190.074.054.884
4.1.01 Pajak Daerah 41.059.873.632
4.1.02 Retribusi Daerah 9.136.307.339
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.104.657.721
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 138.773.216.192
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 691.435.160.759
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 613.604.152.759
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 77.831.008.000
43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 17.927.459.000
4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 17.927.459.000
Jumlah Pendapatan 899.436.674.643
5 BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI 862.352.170.091
5.1.01 Belanja Pegawai 335.931.279.589
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 475.909.186.855
5.1.05 Belanja Hibah 26.715.137.647
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 23.796.566.000
5.2 BELANJA MODAL 102.439.606.772
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 46.758.233.291
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 20.308.661.161
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 34.384.296.520
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 988.415.800
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 7.000.000.000
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 7.000.000.000
Jumlah Belanja 971.791.776.863
Total Surplus/(Defisit) (72.355.102.220)
6 PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 74.355.102.220
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 74.355.102.220
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 74.355.102.220
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 2.000.000.000
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 2.000.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 2.000.000.000
Pembiayaan Netto 72.355.102.220
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0

Walikota Blitar

Santoso

https://blitar.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?Rys0t/y8P9@k2A3dxly6Y 1QsiLDwf11Tm2Yhi2UAnr6/GwFqDkT @HR9bozsZkWG@Naz3efZNcGz58. ..

7



